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KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 503/10PP/01/DPMPTSP.03/12022
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK/IPAUD
SPS AN-NAHDLIYYAH

bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atwr dalam Keputlusan
Mentari Pendidkan Nomor 060VU/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh
masyarakat untuk memperiuas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat

Bahwsa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Ropublik ndonesia Nomor 48 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usla Dinl, maka ketentuan dimaksud Pada huruf (a) telah di cabut dan
dinyatakan tidak berlakyu sepanjany yang mengatur pendirian kelompok bermain;
Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) kzin pendirian satuan
PAUD yang didirikan oleh pemerintahan Desa, Orang Perseorangan, Kelompok
orang atau Badan Hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perfindungan Ansk;
Undang-undang Nomeor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undmg-undmg Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

l.hdulp-cmdany Nomor 12 tahun 2011, lentang pembeniukan Peraluran
Perundang Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom:;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tenlang Standar Nasional Pendidikan,
tetah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor
18 Tahun 2005,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolean dan
Penyelenggaraan Pendidikan yang telsh diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penllasan Pendidikan;

Pemerintan melalul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak usia Dini;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tenlang Pedoman
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Penyusunan Produk Hukum Daerah,

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Usia Dini,
Peraturan Daersh Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;

Peraturan Bupall Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tenlang Kedudukan,Tugas.
Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Bupatl Clamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Perbup Nomor63 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dar Bupati Kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis,
Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/013/Disdik.4/2022 05
Januan 2022

Pemohon izin operasional PAUD dari H. ADE ASIKIN, S.Pd, MM an. YAYASAN
MIFTAHUSSA' ADAH CIKADU



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

: Memberikan Izin Operasional Pendinan Pendidkan Usia Dinl (PAUD) Kepada

1. Nama Lembaga - SPS AN-NAMDLIYYAH

2. Penyelenggara - YAYASAN MIFTAHUSSA' ADAH GIKADU

3. Alamat - DSN. BALONG RT.012 RW. 003 Ds/Kel. Margaharja Kec. Sukadana
Kab. CIAMIS

4. NamaKetua  : H. ADE ASIKIN, S.Pd, MM

5. TglTahun Berdiri: 13 Juli 2020

6. Akts Notaris - 27

;. 1zin Pendirian tersebul pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan

dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) sefiap awal tahun pelajaran dengan
melali Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

: Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak lsyak menyelenggarakan kegiatan layanan

PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebul akan dicabut berdasarkan
rekomendasi Dinas Pendidikan.

: Keputusan inl mulal berlaku sejsk tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

apabila diperlukan
Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 14 Januari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DPMPTSP KAB. CIAMIS

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis,
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Clamis;

3. Camat Sukadana

4. Kepala Desal Kelurahan Margaharja



